) Sl

4 LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 1997

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 1995

TENTANG
‘ ' PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
S PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
‘ TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il TEMANGGUNG

" a bahwa guna memperlancar pelaksanaan otonomi Daerah yang itk berat-
nya diletakkan pada Daerah Tingkat Il maka terhadap urusan yang telah
diserahkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temang-
qung, dipandang perlu adanya suatu Dinas yang menangani sehingga dapat
dicapai daya guna dan hasil gunayang optimal ;

b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerinteh Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah dibidang Pertanian Tanaman Pangan
kepada Daerah Tingkat Il, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan dan
Penataan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Temanggung;

¢. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
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10.

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentahg Pokok-pokok Pemerintal
di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor§
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambaht
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ; :
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyé
rahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertania
kepada Propinsi Jawa Tengah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan|s
stansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tail
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non
3373) ; )

Peraturan Pemerintah Nornor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraa
Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat Il (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ; i
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisa
dan Tata kerja Dinas Daerah ; |
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola 0f
ganisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah; ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedomal
Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 2 Tahi
1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daeral
Tingkat | Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepad
Daerah Tingkat Il ;

Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomo
127/362/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Proping
Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyeraha
Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah diB
dang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temang
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MEMUTUSKAN

" . PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I TEMANGGUNG
- TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA DINAS PER-

- TANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il TEMANG-
GUNG.

BAB | -
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
n Daerah ini yang dimaksud dengan :
alah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung ;
tahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat Il Temanggung;
ala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Temanggung ;
ertanian Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut DIPERTAN adalah Dinas Per-
n Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung ;
Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat I
gung ;
aksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Dinas
n Tanaman Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tanggung
lam melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu di lapangan ;
Dinas adalah unsur Pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang dipimpin oleh
Kepala Cabang untuk melaksanakan urusan-urusan Dinas Pertanian Tanaman Pa- .
ah menjadi tanggung jawab.
k Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional
bagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB ||
PEMBENTUKAN
j Pasal 2

eraturan Daerah ini dibentuk DIPERTAN

BAB IlI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3
RTAN merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman
an.
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(2) DIPERTAN dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan be?
jawab kepada Bupati Kepala Daerah. “

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4
DIPERTAN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah da
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat|
Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan. L

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal §

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Pasal 4 Peraturan ini, DIPERTAN mem
fungsi:
a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang dltetapkan ole
Kepala Daerah ;
Melaksanakan blmbingan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan ;
Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan sesuai dengan tugas pokoknya ;
Melaksanakan Penyuluhan
Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya
Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani
Melaksanakan tata usaha DIPERTAN.
Melaksanakan pengelolaan UPTD DIPERTAN

e "o a0 T

BAB IV
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi
Pasal 6
Organisasi DIPERTAN ditetapkan Pola Maksimal

Pasal 7
(1) Susunan Organisasi DIPERTAN terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Produksi Padi dan Palawija
d. Seks Produksi Hortikultura
e. Seksi Penyuluhan
f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan lahan dan Perlindungan Tanaman
g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil
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pok Jabatan Fungsional

an Tata Usaha, Seksi seksi, Cabang Dinas, UPTD serta Kelompok Jabatan Fung-

asing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
da Kepala Dinas.

n Organisasi DIPERTAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8
memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan
Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9
an Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan daerah ini
al tugas melaksanakan urusan pelaksanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan

Pasal 10
nelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini mempunyai

sanakan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan
ksana

sanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

sanakan pengelolaan administrasi keuangan

elaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

. Pasal 11
ub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

usan Perencanaan

usan Kepegawaian

asing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang
pala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata
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Pasal 12

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, pé
nyimpan bahan perumusan tentang & program, penyiapan bahan laporan menyusun bahg
pembinaan organisasi dan tatalaksana. '

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan renca
kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta melaksanakan tata usd
kepegawaian. i

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapat
dan Belanja DIPERTAN, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikas
serta mengurus perbendaharaan. :

(4) Urusan umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, kearsipan, rumah tanga dan pg
lengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi Padi dan Palawija
Pasal 13
Seksi Produksi Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf Peraturan Daerah nj
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN dibidang pembinaan produksi pad

dan palawija.

Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini,Seksi P
duksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan pemantauan pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk:
b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS) pembinaan dan pe:
ngawasan penangkaran benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih utama dan Balai Be
pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani; .
c. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi pengkajian dan bimbingan penerapa
paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ; ‘
d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengke
jian penerapan serta penyebaran prototive dan mesin pertanian.

Pasai 15
(1) Seksi Produksi padi dan Palawija terdiri dari :
a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija
b. Sub Seksi Produksi Benih / bibit Padi dan Palawija
c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija
d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seoran

Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pro-
duksi Padi dan Palawija.
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* Pasal 16 :
‘engembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan
ahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan memberikan bimbingan penggu-

oduksi Benih / Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan
an pembinaan, program, memperbanyak dan menyalurkan benih tingkat Benih
membina dan mengawasi penangkar benih mendirikan dan melakukan pengelo-
ih Utama dan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan
petani.
enyiapan Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan
an pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan
vlogi anjuran padi dan palawija sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
| Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan
bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan
baran prototipe alat dan mesin pertanian.

Bagian Kelima
Seksi Produksi Hortikultura
. Pasal 17
duksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) hurufd Peraturan Daerah ini
/ai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN dibidang produksi hortikultura.

Pasal 18

enggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pro-
ikultura mempunyai fungsi :

kan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk
kan bahan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BS) pembinaan dan pe-
an penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih
tu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.

kan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan
erapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologilahan

apkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan
luasan tanaman bergizi kepada petani.

* Pasal 19

Produksi Hortikultura terdiri dari :

b Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura

b Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura

b Seksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura

. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi
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(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh s
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sek
duksi Hortikultura.

Pasal 20 ,

(1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpul @
menyusun bahan pembinaan pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk

(2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulka
menyusun bahan pembinaan, petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimb
penerapan paket teknologi anjuran hortikultura sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.

(3) Sub Seksi Produksi Benih / Bibit hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan men)
bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BS) pembinaan da
ngawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai
Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani. '

(4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengumpt
dan menyusun bahan pembinaan, pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi. -

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan
Pasal 21

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini mef
nyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN di bidang pembinaan dan penyuluhanp
tanian tanaman pangan.

Pasal 22 '
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sel
Penyuluhan mempunyai fungsi : '
a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistim kerja rekayasa sosial dan
nomi. .
menyiapkan bahan perencanaan pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan,
. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani s
d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan & bimbingan pendayagunas
sarana penyuluhan.
e. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangg
materi penyuluhan.
Pasal 23
(1). Seksi Penyuluhan terdiri-dari :
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan
b. Sub Seksi Kelembagaan tenaga dan sarana
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Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang
si yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyu-

; Pasal 24

 Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi
penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan,
‘ da dan sistim kerja penyuluhan, indentifikasi faktor penentu, rekayasa sosial
mi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
lembagaan, tenaga dan sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan
yagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan, dan mengelola sarana
), memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pela-
dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan
an tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan
 serta penyiapan materi penyuluhan. A

Bagian Ketujuh
Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan
dan Perlindungan Tanaman Pangan
Pasal 25

asi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana di-
al 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian
RTAN dibidang Rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan
yangan.

Pasal 26

nyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Re-
s Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

yiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha penggunaan
, pelaksanaan dan perumusan investigasi ;

iapkan bahan pembinaan / bimbingan prakiraan dan pengkajian iklim serta tata guna air;
nyiapkan bahan pembinaan / bimbingan pengawasan dan prakiraan serangan organisme
ngganggu tanaman serta pelaporan ;

yiapkan bahan bimbingan dan pengawasan, pengadaan penyimpanan, peredaran dan
_pemanfaatan pestisida serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Pasal 27

Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan dan perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari

a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan lahan ;
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b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;

¢. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman ;

d. Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Guima dan Pestisida. ‘
(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seora

Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Re

bilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

Pasal 28 '

(1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan a;
menyusun bahan pembinaan, indentifikasi, penetapan tata ruang investigasi dan pendaya
naan sumber daya lahan sesuai agroekosistem ; b

(2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan da
menyusun bahan pembinaan serta melakukan bimbingan, prakiraan dan pengkajian | il [
serta tata guna air ;

(3) Sub Sektor Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengu
pulkan dan menyusun bahan pembinaan melakukan monitoring bimbingan, pengawasan da
prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman serta pelaporan. '

(4) Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengu
pulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbmgan pengendalian operasiond
pelayanan informasi dan pengawasan pestisida serta peralatan perlindungan tanaman pa

ngan. :

Bagian Kedelapan
Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil
Pasal 29

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf g Pera
turan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN dibidang Pemb
naan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan. '

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dmaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini Sekst
Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebara
informasi pasar ;

b. menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketena
gakerjaan ;

c. menyiapkan bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengelolaan data informasi, per:
berian dan pengawasan ijin usaha serta bimbingan penerapan tata laksana usaha tani ;

d. menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
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_ Pasal 31
an Pengolahan Hasil terdiri dari :
ormasi Pemasaran ;

sca Panen dan Pengolahan Hasil.
b Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang

si yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha
ahan Hasil.

_

Pasal 32

rmasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
amelakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.

anfaatan Sumber Daya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun ba-
inaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagaker-

ahan pembinaan, bimbingan pasca panen, perhitungan kehilangan produksi,
enerapan teknologi serta peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal 33

sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana
g pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria

etapkan kemudian.

Bagian Kesepuluh
UPTD
Pasal 34

aimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah ini adalah unsur pelak-

Operasional DIPERTAN yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam
rdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

123



Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35 A

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf j Per
Daerah ini mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi DIPERTAN ses
ngan keahlian dan kebutuhan. "

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin
seorang tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan b
gung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengank
tuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. 3

(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.”
(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang
dangan yang berlaku. i

BAB V
TATA KERJA
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan ‘}‘
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pef
rintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 38

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapk
oleh Bupati Kepala daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dariP
merintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa Tengah. ‘

(2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasip
kerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 39
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan DIPERTAN melaksanakan Pengawas
Melekat ( WASKAT ).

Pasal 40 -
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan DIPERTAN bertanggung jaia
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbinga
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

124



inan Satuan Organisasi wajib mentaati dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan ber-
wab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada wak-

ran yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi wajib diolah dan dipergunakan se-
1 penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawa-

Pasal 41
ksi, Cabang Dinas UPTD serta kelompok Jabatan fungsional menyampaikan la-
Kepala Dinas & selanjutnya Kepala Sub Bagian tata Usaha menyusun laporan

R

: Pasal 42

sanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan
awahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-
' mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 43

abatan dan kepangkatan serta ketentuan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan
ndangan yang berlaku. NG

’ Pasal 44
jabat dilingkungan DIPERTAN diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ber-
esuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

) Pasal 45
| belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIl

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

n berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan
aluran Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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BAB VIl

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Dagr
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggun

Ditetapkan di : Temanggung i
Padatanggal : 27 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TK. Il
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I TEMANGGUNG
TEMANGGUNG
KETUA
CAP TTD. CAP. TTD.
S.KAPI'I Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah
tanggal 4 Nopember 1996 Nomor 188.3/265/1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung

Nomor : 5 Tanggal : 27 Pebruari 1997
Seri: No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT Il TEMANGGUNG

CAP TTD.
Drs. SOEKENDRO

Pembina Utama Muda
NIP. 500032 371
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1 PENJELASAN

~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
4 TEMANGGUNG
NOMOR : 20 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il TEMANGGUNG

SAN UMUM

ingka melaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah No-
2 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa
ibidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat Il yang meliputi:
tugas-tugas untuk memajukan Pertanian Tanaman Pangan

n penyediaan bibit/ benih dan menyelenggarakan Kebun Benih / Bibit

encegahan dan Pemberantasan Hama Penyakit dan Bencana Alam

n Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan

‘ ,enyadan bahwa pertanian Tanaman Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar
yarakat khususnya untuk mendapatkan pendapatan petani, maka perlu dibentuk Di-
ranian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat lITemanggung guna menangani
aksud secara seksama, cepat dan tepat.

suai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 peri-

la Organisasi Dinas Daerah maka untuk susunan organisasi DIPERTAN Kabupaten
h Tingkat Il Temanggung ditetapkan dengan Pola Maksimal.

ELASAN PASAL DEMI PASAL

1 sld 47 : Cukup jelas.
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- _BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH

TINGKAT Il TEMANGGUNG

KEPALA DINAS

LAMPIRAN

SUB BAGIAN
TATA USAHA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT If
TEMANGGUNG NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISAS!
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il TEMANGGUNG

[

URUSAN
PERENCANAAN

c»cw>z Cmcw.»z
KEPEGAWAIAN KEUANGAN

1L

cxcw»z
UMUM

[ | I o]
SEKSI PRODUKSI DAN SEKSI PRODUKS! SEKS! SEKOIFE x&_c;w_ PENGEMBAGAN SEKSI USAHA TANI DAN
KELOMPOK PALAWIA HORTIKULTURA LAHAN DAN PERLINDUNGAN PENGOLAHAN
AR PENYULUHAN TANAMAN HASIL
FUNGSIONAL I’L : P S YO i R
SUB SEKSI PENGEMBANGAN SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI REHABILITASI SUB SEKSI
PRODUKS! PADI DAN PENGEMBANGAN PRODUKS! = DAN PENGEMBANGAN INFORMASI
PALAWLIA HORTIKULTURA TATA PENYULUHAN LAHAN PEMASARAN
SUB SEKS! PRODUKS! BENIH/ SUB SEKSI PENYIAPAN SUB SEKSI KELEMBAGAAN SUB SEKSI PENGKAJIAN SUB SEKSI
BIBIT PADI DAN PAKET TEKNOLOGI TENAGA DAN IKLIM DAN PEMANFAATAN
PALAWA HORTIKULTURA SARANA TATA GUNA AR SUMBER DAYA

SUB SEKSI PENYIAPAN PAKET
TEKNOLOG! PADI DAN
PALAWUA

$SUB SEKSI PRODUKS!
BENIHBIBIT
HORTIKULTURA

SUB SEKSI PENGEMBANGAN
ALAT DAN MESIN
PERTANIAN

SUB SEKS! PEMANFAATAN
PEKARANGAN DAN
PEMBINAAN GIZI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
TEMANGGUNG
KETUA.

Cap T

S.KAPI'I

. CABANG DINAS

E

SUB SEKSI MONITORING DAN
— PRAKIRAAN SERANGAN
HAMA TANAMAN

SUB SEKSI AGRIBISNIS

SUB SEKSI PENGENDALIAN HAMA/

PENYAKIT, GULMA DAN
PESTISIDA

SUB SEKS!
PASCA PANEN
DAN PENGOLAHAN HASIL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il
TEMANGGUNG

Cap Tid

Drs. SARDJONO, SH CN
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